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Abstract-This study aims to analyze the antecedents of perception (quality of 
service tax authorities, learning, and corruption) of taxpayers against the 
imposition of income tax and their consequences to meet tax obligations in the 
meeting. Research conducted by questionnaire survey of personal taxpayers who 
have business in Probolinggo town. This research is an empirical study by 
purposive sampling technique in data collection. The data obtained through 
questionnaires by 99 and 99 respondents (100%) have given an answer. Data 
analysis was performed using regression analysis with SPSS for Windows 18.00. 
The results of this study indicate that (1) Quality of service tax authorities does 
not have significant effect on taxpayer perceptions about the taxation of income 
(2) learning does not have significant effect on the perception of taxpayers 
against the imposition of income tax, and (3)Corruption does not have significant 
effect on taxpayer perceptions about the taxation of income. 
Keywords: quality of government tax service, learning, corruption, obedience. 
 
PENDAHULUAN 
Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam 
Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak 
merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Dari angka-angka tersebut 
diatas terlihat bahwa peran pajak terhadap APBN sejak tahun anggaran 2006 s/d 
2010 rata-rata diatas 50% bahkan pada tahun 2010 mencapai 78%. Diramalkan 
tahun 2012 akan peran pajak terhadap APBN mencapai 80%. Meskipun peran 
pajak begitu penting untuk suatu negara namun terbukti kepatuhan masyarakat 
terhadap pembayaran pajak masih rendah. Rendahnya kepatuhan masyarakat 
dalam memenuhi kewajiban pajak dibuktikan oleh hasil Penelitian yang dilakukan 
oleh Perkumpulan Prakarsa dimana meski proyeksi penerimaan pajak terlihat 
besar mencapai Rp 1.032 triliun, namun potensi  pajak yang hilang sebenarnya 
mencapai 50%.   
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Tabel 1 
Rencana dan Realisasi Penerimaan pajak dalam APBN 
 
Tahun Rencana Realisasi % 
2004 238.500 Triliun 204.153 Triliun 85,6 % 
2005 302.200 Triliun 238.800 Triliun 79 % 
2006 371.000 Triliun 304.300 Triliun 82 % 
2007 432.500 Triliun 358.000 Triliun 82,8 % 
2008 480.900 Triliun 426.230 Triliun 88,6 % 
2009 528.000 Triliun 515.380 Triliun 97,61 
Sumber : Diolah dari data Sekunder 
 
Juga dapat dilihat dari rencana dan realisasi penerimaan pajaknya 
sebagaimana pada tabel diatas, maka dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak 
yang selalu meningkat di setiap tahunnya. Namun begitu jelas terlihat Realisasi 
penerimaan lebih kecil daripada Rencana penerimaan yang artinya kepatuhan 
wajib pajak belum mencapai titik optimal. Padahal seharusnya peningkatan 
penerimaan di sektor perpajakan pada setiap tahunnya diimbangi dengan adanya 
peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.  
Kesadaran untuk membayar pajak tidak tumbuh di masyarakat disebabkan 
adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dalam 
pelaksanaan perpajakan. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang 
beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan 
hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung 
kepada pembayar pajak ( Soemitro, 2001 ). Sehingga membayar pajak bukanlah 
merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk 
mendapatkan sesuatu  bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh 
dengan hal yang bersifat emosional   ( Carolina, 2012 ). Membayar pajak 
merupakan suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi jiwa wajib pajak. 
Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban 
perpajakan.  
Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar ( 
Supriyati dan Hidayati, 2007 ). Skeptisisme demikian membuat tingkat kepatuhan 
rakyat untuk membayar pajak menjadi terpengaruh. Penyebab utama wajib pajak 
melakukan upaya penghindaran pajak adalah kejadian masa lalu yang membentuk 
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persepsi negatif pada masyarakat terhadap instansi perpajakan berikut oknum-
oknumnya. Persepsi tersebut juga dibentuk oleh sederetan kasus pajak yang 
membelit negeri ini dan banyak kasus korupsi lainnya yang sedang mewabah di 
Indonesia.  
Faktor-faktor diatas melatarbelakangi penambahan variabel korupsi 
sebagai indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak selain indikator 
pelayanan aparat pajak dan persepsi pengetahuan wajib pajak yang sudah 
digunakan sebagai indikator mengukur kepatuhan dalam penelitian-penelitian 
terdahulu. Penelitian yang menggunakan 2 permodelan tersebut antara lain 
penelitian Zuliah Hanum ( 2007 ), Supriati dan Nur Hidayati      ( 2007 ), Natalia 
Theresa ( 2008 ), dan Catharina dalam Mira Mirangga       ( 2011 ). Penelitian 
Natalia Theresa menunjukan pelayanan aparat pajak dan persepsi pengetahuan 
wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Berbeda dengan penelitian Supriyati 
dan Nur Hidayati dimana hanya variabel persepsi pengetahuan wajib pajak yang 
memiliki pengaruh terhadap kepatuhan. Penelitian Chatarina dalam penelitian 
Mira Mirangga Dewi menunjukan hal yang berbeda dimana pelayanan aparat 
pajak tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, namun 
sikap aparat pajak bersama-sama dengan pembelajaran pajak dan sosialisasi 
perpajakan secara signifikan mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam 
membayar pajak.  
Selain itu ditambahkannya variabel pengetahuan korupsi didalam 
permodelan yang ada untuk membuktikan penelitian yang dilakukan oleh 
Cummings ( 2004 ) dilakukan di dua negara di Afrika, yaitu Botswana dan Afrika 
Selatan. Analisis terhadap faktor Moralitas Pajak yang bersumber dari persepsi 
terhadap pemerintah memberikan hasil bahwa anggapan terhadap pemerintahan 
yang bersih dan adil lebih tinggi diberikan pada negara Botswana, oleh sebab itu 
hal ini sejalan dengan tingginya tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT di 
negara tersebut.  
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METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel 
Karakteristik populasi dan sampel adalah Wajib pajak orang pribadi yang 
sudah memiliki penghasilan tetap diatas PTKP yang telah memiliki NPWP dan 
telah memenuhi kewajibannya menyetorkan pajak penghasilan (PPh). Baik orang 
pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas serta orang pribadi yang 
tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan. Selain karena  
merupakan kota asal peneliti, adanya fakta-fakta bahwa kepatuhan wajib pajak OP 
masih rendah menimbulkan rasa keingintahuan apakah hal ini juga terjadi di kota 
Probolinggo. Untuk variabel penentu kepatuhan menggunakan acuan penelitian 
terdahulu yang ditambahkan variabel korupsi di dalamnya. 
Berdasarkan data dari KPP di Kota Probolinggo untuk kecamatan 
Mayangan Wajib Pajak hingga tahun 2012 tercatat sebanyak 34.183 WPOP yang 
merupakan WPOP efektif. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan 
moe sebesar 10% adalah: 
n =  = 99 
Berdasarkan perhitungan di atas maka jumlah sampel adalah 99. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan cara non probability sampling yaitu 
purposive sampling. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
cara langsung menyampaikan pertanyaan yang berupa kuesioner dengan wajib 
pajak orang pribadi. Dimana Kuesioner dibagikan tanggal 10 juli sampai 15 
agustus 2012 dengan cara mendatangi wajib pajak orang pribadi ke tempat 
usahanya maupun ke tempat tinggalnya sekaligus menunggu hasil dari pengisian 
kuesioner tersebut.  
Definisi Operasional 
a. Persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan aparat perpajakan (X1) yaitu 
keadaan dimana wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan aparat pajak atas 
interaksi langsung yang dijalin dengan aparat perpajakan. Positif atau 
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negatifnya persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan oleh aparat 
perpajakan dapat diukur dari seberapa besar wajib pajak menilai peran petugas 
pajak dalam memberikan pelayanan. 
b. Pengetahuan teknis perpajakan yaitu tingkat pengetahuan responden tentang 
pajak secara teknis (X2). Seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak 
yang dimiliki oleh wajib pajak dimana dapat diukur dari pengetahuan tentang 
tarif pajak penghasilan (PPh),  pengetahuan tentang PTKP (penghasilan tidak 
kena pajak), pengetahuan tentang PPh final, pengetahuan tentang batas waktu 
pelaporan SPT, pengetahuan tentang denda apabila terlambat pelaporan SPT, 
dan sanksi apabila tidak benar dalam pengisian SPT. 
c. Persepsi wajib pajak terhadap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia (X3) 
yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak melihat adanya penyimpangan dalam 
bentuk korupsi terhadap uang pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak 
baik melalui pemberitaan media ataupun pengalaman pribadinya. Sehingga 
terdapat pemikiran bahwa uang penerimaan pajak tidak digunakan dengan 
semestinya tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu 
yang merugikan negara. 
d. Kepatuhan wajib pajak pribadi (Y). Indikator kepatuhan yang diteliti adalah   
menurut kantor persepsi pelayanan pajak sesuai dengan Keputusan Menteri 
Keuangan nomor 235/KMK.03/2003 dalam hal kepatuhan untuk menyetorkan 
kembali surat pemberitahuan masa dan tahunan, keptuhan dalam perhitungan 
dan memenuhi kewajiban pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran 
tunggakan pajak serta kepatuhan dalam pembayaran pajak dengan jumlah yang 
sebenarnya atau seharusnya.  
Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan diajukan dalam 
bentuk kuesioner dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan 
pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala empat 
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angka yaitu angka 4 untuk pendapat Selalu (S) dan angka 1 untuk tidak pernah 
(TP). 
Teknik Analisis Data 
Uji validitas kuesioner dengan menggunakan teknik korelasi Product 
Moment dari Pearson (Azwar, 1997), yaitu mengkorelasikan skor item dengan 
skor total. Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur maka 
dilakukan perbandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika r 
hitung > r tabel berarti item valid. Sebaliknya jika r hitung < dari r tabel berarti 
item tidak valid (gugur). Uji reliabilitas data dilakukan dengan cara one shot dan 
diuji dengan uji statistik Cronbach Alpha dengan kriteria reliabilitas alpha > 0,06 
(Ghozali, 2006). 
Uji Asumsi Klasik 
Secara teoritis, model yang digunakan dalam penelitian ini akan 
menghasilkan nilai parameter model praduga yang sahih bila dipenuhi asumsi 
klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 
normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 
Uji Hipotesis 
Dalam penelitian ini pengujian F dan t-test dilakukan untuk menguji 
keempat hipotesis yang ada dalam penelitian ini. 
1. Uji F digunakan untuk menguji model dalam penelitian. Kriteria pengujian 
dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F 
hitung lebih besar daripada F tabel dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 
maka model layak digunakan demikian pula sebaliknya. 
2. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi tiap-tiap variabel bebas terhadap 
variabel terikatnya. Dalam pengujian ini tingkat signifikansi tiap-tiap variabel 
bebas (sig-t) dibandingkan dengan alpha 5%. Jika sig-t <5% maka H1, H2, dan 
H3 diterima, artinya tiap-tiap variabel independen berpengaruh terhadap 
variabel dependen. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
Dari Tabel 2 diketahui bahwa hasil uji validitas instrument menunjukkan nilai r 
hitung lebih besar dari pada r tabel. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh 
instrument yang digunakan dalam penelitian ini valid dan dapat digunakan 
sebagai alat ukur.  
Tabel 2 
Uji Validitas 
Variabel Pernyataan Koefisien Korelasi 
(Pearson 
Corellation) 
Probabilitas 
korelasi 
[Sig.(2-tailed)] 
r tabel Hasil 
Pelayanan aparat 
pajak (X1) 
X1.1 0,795 0,000 0,164 Valid  
X1.2 0,744 0,000 0,164 Valid  
X1.3 0,838 0,000 0,164 Valid  
X1.4 0,884 0,000 0,164 Valid  
X1.5 0,799 0,000 0,164 Valid  
Pengetahuan 
tentang pajak 
(X2) 
X2.1 0,596 0,000 0,164 Valid  
X2.2 0,897 0,000 0,164 Valid  
X2.3 0,772 0,000 0,164 Valid  
X2.4 0,880 0,000 0,164 Valid  
X2.5 0,666 0,000 0,164 Valid  
X2.6 0,681 0,000 0,164 Valid  
Kasus korupsi di 
Indonesia (X3) 
 
X3.1 0,377 0,000 0,164 Valid  
X3.2 0,714 0,000 0,164 Valid  
X3.3 0,762 0,000 0,164 Valid  
X3.4 0,674 0,000 0,164 Valid  
X3.5 0,546 0,000 0,164 Valid  
X3.6 0,708 0,000 0,164 Valid  
Kepatuhan 
pembayaran 
pajak 
Y1 0,476 0,000 0,164 Valid  
Y2 0,584 0,000 0,164 Valid  
Y3 0,670 0,000 0,164 Valid  
Y4 0,728 0,000 0,164 Valid  
Y5 0,564 0,000 0,164 Valid  
Y6 0,603 0,000 0,164 Valid  
Y7 0,506 0,000 0,164 Valid  
Y8 0,520 0,000 0,164 Valid  
Sumber : Data primer diolah, LAMPIRAN 5 
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Tabel 3 
Uji Reliabilitas 
Variabel Alpha Cr Alpha Kesimpulan 
Pelayanan aparat pajak (X1) 0,87 0,6 Reliabel 
Pengetahuan tentang pajak (X2) 0,848 0,6 Reliabel 
Kasus korupsi di Indonesia (X3) 0,688 0,6 Reliabel 
Kepatuhan pembayaran pajak (Y) 0,705 0,6 Reliabel 
  Sumber : Data primer diolah, Lampiran 6 
 
Nilai Cronbach’s Alpha semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat 
disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan variabel pelayanan, 
pengetahuan, dan korupsi semua dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai 
alat ukur variabel. 
Uji Asumsi Klasik 
Uji normalitas 
Data dikatakan berdistribusi normal apabila asymp. Sig. (2-tailed) atau 
nilai signifikannya adalah lebih besar dari 0,05. Pada tabel dibawah ini 
Signifikansi > 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. 
Tabel 4 
Hasil Uji Normalitas Model 
 
         Sumber : Data primer diolah 
Uji Multikolonieritas 
Suatu model dikatakan tidak memiliki multikolinearitas apabila memenuhi 
persyaratan nilai VIF<10 dan nilai Tolerance>0,1. Tabel 4.12 di atas 
menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai Tolerance (Tol.) yang 
sudah memenuhi syarat, yaitu lebih dari 0,1. Selain itu semua variabel juga telah 
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memenuhi syarat nilai VIF kurang dari 10. Sehingga berdasarkan hasil uji 
multikolinearitas ini dapat dikatakan bahwa tidak terjadi korelasi antara variabel 
independen yang satu dengan variabel independen yang lain dari setiap model 
yang ada.  
Tabel 5 
Hasil perhitungan nilai VIF 
Variabel Nilai VIF Nilai Tollerance 
Pelayanan aparat pajak (X1) 1,466 0,682 
Pengetahuan tentang pajak (X2) 1,533 0,652 
Kasus korupsi di Indonesia (X3) 1,072 0,932 
Sumber : Data primer diolah, Lampiran  
 
Uji Autokorelasi 
 Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson untuk mendeteksi ada 
tidaknya gejala autokorelasi. Suatu model dikatakan bebas dari gejala autokorelasi 
apabila nilai Durbin-Watson untuk masing-masing permodelan memenuhi 
persyaratan du < D-W < 4-du. Pada gambar dibawah ini menunjukan bahwa 
persyaratan diatas telah terpenuhi. Sehingga model regresi telah terbebas dari 
gejala autokorelasi. 
 
0 dl=1,63  du=1,713  DW=2,102  4-du=2,286  4-dl=2,368 
Gambar 1. Kurva Durbin – Watson 
 
Uji Heteroskedastisitas 
Dari gambar diketahui bahwa plot atau titik-titik tidak membentuk suatu 
pola tertentu dan cenderung acak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
heterokedastisitas. 
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          Gambar 2. Grafik Scatterplot 
 
Pengujian Hipotesis 
Tabel 6 
Hasil Uji Regresi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari tabel dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut : 
Y = 2,763 + 0,067 X1 + 0,155 X2 + -0,002X3 + 0,422 
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Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa  adalah 5,4% atau 5,4% yang 
artinya 5,4% variasi persepsi wajib pajak dapat dijelaskan oleh kualitas pelayanan 
aparat pajak, pengetahuan, dan pengetahuan korupsi sedangkan 94,6% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.  
Dari hasil pengujian F-test ditemukan nilai signifikansi untuk model 
adalah 0,041. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan semua variable 
independen yaitu pelayanan aparat pajak bersama-sama dengan persepsi 
pengetahuan wajib pajak dan pengetahuan korupsi akan memberikan pengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun 
berdasarkan uji parsial yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai signfikansi 
ketiga variabel independen melebihi 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga 
variabel independen yaitu variabel persepsi pelayanan pajak, persepsi 
pengetahuan wajib pajak, dan korupsi tidak memberikan pengaruh parsial yang 
signifikan terhadap variabel dependennya.  
Hasil uji korelasi Pearson juga menunjukkan tingkat korelasi rendah antara 
Pelayanan dan kepatuhan dengan nilai Pearson positif 0,227 yang menunjukkan 
bahwa Pelayanan berhubungan searah, nilai signifikansi 0,024 sehingga dapat 
dikategorikan memiliki pengaruh positif. Pengetahuan memiliki nilai Pearson 
positif 0,272 yang menunjukkan bahwa pengetahuan berhubungan searah dengan 
tingkat korelasinya lemah dengan nilai signifikansi sebesar  0,006 sehingga masih 
dapat dikategorikan memiliki pengaruh positif. Sedangkan Korupsi memiliki nilai 
Pearson positif 0,04 yang menunjukkan bahwa korupsi berhubungan searah 
dengan tingkat korelasinya yang sangat lemah dengan signifikansi sebesar 0,692 
yang berarti tidak berpengaruh. Sehingga jika dilihat dari uji r nya kedua variabel 
pelayanan dan pengetahuan berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak.  
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berikut ini adalah beberapa temuan penting ataupun hasil yang telah dicapai 
setelah melakukan penelitian. Hasil ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi 
pembaca. 
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1. Dapat disimpulkan bahwa jika pengujian dilakukan pada masing-masing 
variabel, variabel pelayanan aparat pajak tidak mempengaruhi kepatuhan, 
variabel persepsi pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi 
kepatuhan, variabel pengetahuan korupsi tidak mempengaruhi kepatuhan 
namun pelayananan aparat pajak bersama-sama dengan persepsi 
pengetahuan wajib pajak dan pengetahuan korupsi akan memberikan 
pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
pajak. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai uji F dan  uji t nya. 
2. Berdasarkan uji ini menunjukkan bahwa tingkat keeratan adalah sangat 
lemah dengan nilai 5,4%.  
Keterbatasan Studi 
 Selama melakukan penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, peneliti 
menghadapi beberapa keterbatasan yang diharapkan tidak akan terjadi pada 
penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner masih bersifat umum disebabkan 
oleh penelitian ini masih merupakan penelitian awal yang mencoba untuk 
menggambarkan fenomena yang ada dari gambaran umumnya saja.  
2. Penelitian ini menggunakan sampel hanya di satu kecamatan, sehingga 
tidak bisa digeneralisir untuk wilayah kecamatan yang lain. 
3. Penelitian ini mengukur kepatuhan secara keseluruhan tidak 
memisahkannya menjadi kepatuhan formal dan materialnya. 
4. Tidak memisahkan sampel yaitu wajib pajak orang pribadi yang 
membuka usaha sendiri dan bekerja di kantoran.  
Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya 
Dengan adanya beberapa keterbatasan studi di atas, peneliti mengharapkan 
penelitian berikutnya tidak mengulang keterbatasan yang terjadi pada penelitian 
ini.  Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 
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1. Hasil penelitian yang tidak signifikan kemungkinan disebabkan oleh 
pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang kurang detail oleh karena 
itu sebaiknya pertanyaan dalam kuesioner dibuat lebih detail. 
2. Perlu memperluas wilayah lain agar dapat digeneralisasi supaya bisa 
memberikan gambaran yang lebih riil. 
3. Mengukur kepatuhan dari kepatuhan yang formal dan material dimana 
kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang 
perpajakan sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana 
wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan 
material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak. 
4. Menentukan prioritas penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang 
membuka usaha sendiri. 
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